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ABSTRAK  

 

 Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi 

Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi. Dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera 

Barat harus dilakukan dengan tindakan bagi pengusaha dan pengemudi yang tidak 

memiliki Izin AJDP Karena masih banyak pengusaha yang tidak memiliki Izin 

AJDP tetapi masih beroperasi. Karena dalam persoalannya pengusahaan Tidak 

melakukan Retribusi Izin AJDP ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. 

Menurut Pengusaha dan pengemudi Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi 

Sumatera Barat Bahwa selama ini pengurusan Retribusi Izin AJDP sangat rumit 

dan  menghabiskan waktu saja. 

 Adapun rumusan  masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Peran 

Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan 

Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar 

Jemput Dalam Provinsi serta Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas 

Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar 

Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput 

dalam Provinsi 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana 

efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwasannya Peran Dinas Perhubungan 

Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam 

Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi 

belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil 

angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat yang masa izinnya sudah 

habis dan tidak memperpanjang serta masih banyaknya pengusaha yang tidak 

memiliki izin untuk beroprasi dan  kebanyakan para pengusaha mengganti plat 
mobilnya dengan plat hitam. Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas 

Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar 

Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi adalah, Kurangnya sosilisasi, pembinaan  dan  pengawasan terhadap 

pemungutan retribisi izin AJDP yang terjadi di lapangan, kemudian kesadaran 

masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin 

AJDP tersebut yang selalu terlambat membayar retribusi tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis 

dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa 

dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.  

Hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa 

angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah 

air, bahkan dari dalam dan ke luar negeri. Selain itu transportasi juga 

berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan 

daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan 

dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
1
 

Melalui transportasi pemerintah juga mendapatkan masukan 

pendapatan di dalam pengelolaannya dan menjadikan sebagai salah satu 

pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah. 

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan tersebut, daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat. 

Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan 

                                                             
1
 Romi Librayanto. Ilmu Negara Cetakan Kedua. Pustaka Refleksi. Makassar. 2012. h. 

156  
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pungutan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. 

Amanah tersebut dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009. Undang-undang ini ditetapkan DPR pada tahun 2009, sebagai 

pengganti Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 1997 

sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000.
2
 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan 

kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian 

bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau 

dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) salah satunya. Sumber dana bagi daerah 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan ( dana bagi hasil,dana 

lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh 

Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainya dikelola oleh 

Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
3
 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya 

pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

                                                             
2
 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah,(Jakarta Timur, 

Sinar Grafika, 2012) h. 138 
3
 Siti Sukirno, Kebijakan Pembangunan Daerah, (Pekanbaru: fak, Hukum, UIR, 2004) h. 

25 
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penyetorannya.
4
 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 

milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh 

daerah baik langsung maupun tidak langsung, ciri-ciri retribusi adalah: (a) 

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah. (b) Dalam pemungutan terdapat 

paksaan secara ekonomis. (c) Adanya kontra prestasi yang secara langsung 

dapat ditunjuk. (d) Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang/badan yang 

menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.
5
 

Objek Retribusi terdiri dari, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha 

dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau  

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestariaan lingkungan.
6
  

Salah satu dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi 

Izin Trayek.  Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Sedangkan Antar Jemput 

dalam Provinsi adalah angkutan umum orang di jalan raya antar jemput dalam 

Provinsi.  

                                                             
4
 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daera 

5
 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada,1988), h. 171 
6
  Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Pasal 140, h. 76 
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Salah satu sumber APBD Provinsi Sumatera Barat adalah berasal dari 

Retribusi Izin Trayek yang diberikan kepada orang atau perusahaan yang 

memberikan pelayanan jasa bagi penumpang dalam Provinsi.  Hal tersebut 

berhubungan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang 

sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek 

kehidupan Masyarakat.
7
 

Menyadari akan urgensi transportasi tersebut, maka perizinan izin 

trayek angkutan orang dan barang dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat 

harus ditata dalam satu sistem terpadu dengan mewujudkan tersedianya jasa 

transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan izin treyek angkutan orang 

dan barang dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, 

cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli 

Masyarakat.
8
 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi, Pasal 3 bahwa 

ruang Lingkup Penyelanggaraan angkutan antar jemput dalam Provinsi.
9
 

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan Perundang-undang retibusi daerah diwajibkan untuk 

                                                             
7
  Siti Sukirno, Op.Cit, h.11 

8
 Philipus Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya:Yuridika,1993). h.5 

9
 Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar 

Jemput Dalam Provinsi, Pasal 3 bahwa ruang Lingkup Penyelanggaraanangkutan antar jemput 

dalam Pronvinsi., hal. 6 
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melakukan pembayaran retribusi.
10

 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu 

tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. Pemungutan retribusi dilakukan oleh instansi pemungut 

retribusi trayek yaitu Dinas Perhubungan  Provinsi Sumatera Barat. Adapun 

tata cara pemungutan Retibusi di atur dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat yaitu: Kepala Badan Harus menerbitkan Surat 

Keputusan izin trayek angkutan AJDP beserta lampiran daftar kendaraan 

paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dinyataan lengkap.
11

 

Adapun tarif dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut 

tarif retribusi izin AJDP bahwa, retribusi izin AJDP baru adalah Retribusi 

Kartu pengawasan Izin Trayek antar Jemput dalam Pronvinsi (AJDP) dan 

angkutan khusus, kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 RP. 

75.000, kendaraan  kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 RP. 60.000, kendaraan 

kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 RP. 65.000, kapsitas kapsitas tempat duduk 

diatas 28 RP. 60.000, angkutan pemadu moda RP. 60.000. sedangkan 

Retribusi kartu pengawas Izin operasi angkutan taksi dan angkutan sewa RP. 

75.000 dan angkutan antar jemput dalam Provinsi (AJDP)  RP. 75.000.  

Dengan demikian angkutan umum yang tidak memiliki izin usaha dan 

izin AJDP wajib  dilakukan  penindakan  untuk  dilakukan  penertiban  agar  

tujuan  dari keberadaan   angkutan   itu   sendiri   dapat   diwujudkan   Serta   

                                                             
10

 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. (Jakarta:PT RajaGrafindo 

Persada, 2014). h.169 
11

 Peraturan Gubernur Pronvinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Antar 

Jemput dalam Provinsi dalam  Pasal 17 Tata cara Pemungutan, h. 8 
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juga melindungi masyarakat dari hal-hal yang akan membahayakan 

keselamatannya. Disamping permasalahan terkait dengan adanya     

perkembangan transportasi  tersebut  maka  dengan  dijalankannya suatu  

usaha  di  bidang  angkutan umum  baik  angkutan  orang  atau  barang  maka  

menambah  panjangnya  perhatian Pemerintah Daerah untuk memfokuskan 

diri dalam melihat kebutuhan masyarakat akan hal transportasi ini sebagai 

sarana untuk mencapai dan mempermudah tujuan dan  kepentingan  mereka.  

Sebagaimana  bunyi  pasal  18  ayat  (6)  yang  terdapat dalam   Undang-

Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun 1945 yaitu 

pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-

peraturan lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Maka  

dari  itu  bentuk perlindungan  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  

memenuhi  kebutuhan  akan alat  transportasi  dengan  menciptakan  suatu  

aturan  secara  keseluruhan melalui perangkat hukum daerah. Adapun 

persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

adalah sebagian besar pengusaha tidak melakukan perpanjangan masa izin 

trayek, dikarenakan pengusaha ingin menghindar dari pemungutan retribusi 

izin AJDP agar mendapat keuntungan yang lebih besar.
12

 

Terhadap administrasi izin  pengelolaan AJDP oleh pengusaha 

angkutan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dari penulis amati dan sesuai 

aturan apabila lengkap persyaratan dan administrasinya memakan waktu 

cukup lama menurut pasal 17, yaitu selama lebih kurang 14 (Empat belas 

                                                             
12

 Muhammad Djafar Saidi. Hukum Acara Peradilan Pajak, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2013), hlm.4 
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hari) hari dan sebagaimana menurut pasal 18 izin trayek angkutan AJDP 

berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui.  Hal ini juga disampaikan oleh 

para pengusaha AJDP dalam pengurusan administrai Izin pengelolaan dan 

perpanjangan masa izin trayek usahanya. Menurut pengusaha dan 

pengamatan penulis terhadap hal tersebut terlalu banyaknya persyaratan dan 

rekomendasi dari beberapa pihak pejabat yang harus dilalui oleh pengusaha 

angkutan dalam pengurusan izin administrasi pengelolaan AJDP.  Sedangkan 

menurut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera tidak butuh waktu yang lama 

hanya butuh waktu lebih kurang 7 (tujuh hari) apabila seluruh persyaratan 

yang diwajibkan dipenuhi oleh pengusaha yang mengurus administrasi 

angkutan antara jemput AJDP pada wilayah kerjanya.  Disamping hal tersebut 

menurut Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat adanya beberapa 

pengusaha yang tidak memahami tata cara persyaratan administrasi yang 

harus dipenuhi, sehingga hal ini yang memperlambat dalam keluarnya 

administrasi izin tersebut. 

Berdasarkan kenyataan disalah satu tempat yang dijadikan tempat 

mangkal para AJDP Provinsi Sumatera Barat yaitu di Koto Nan Empat,  

Simpang Ngalau Kota Payakumbuh dan simpang Adipura Kota Padang 

banyak sekali AJDP Pekanbaru, Payakumbuh, Buktinggi, Solok dan lain-

lainya yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya  dan tidak 

memperpanjang izin trayek namun masih tetap beroprasi untuk mengangkut 

penumpang, penulis juga melihat banyaknya mobil pribadi yang ber plat 

hitam yang dijadikan mobil angkutan oleh pemiliknya. Misalnya mobil yang 
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dimiliki oleh Bapak Salman Umur 34 Tahun, merek mobil Avanza Velos 

dengan nomor polisi BA 5747 MP yang tidak memiliki izin namun beroprasi 

untuk mengangkut penumpang.
13

 Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan 

daerah Provinsi Nomor 18 Tahun 2013 pasal 6 yaitu: tidak berjadwal dan 

wajib singgah di terminal, menggunakan bus kecil dan mobil penumpang 

umum, menggunakan plat kuning, tidak menaikan penumpang di perjalanan, 

tidak menggunakan tarif yang berpotensi dan jumlah kendaraan yang 

dioperasikan  sesuai dengan jumlah kuota kendaraan.  

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 

pengusaha AJDP melakukan kecurangan dengan mengoprasionalkan mobil 

melebihi jumlah yang telah diizinkan yang biasa disebut dengan mobil liar 

atau AJDP gelap. Sedangkan menurut supir AJDP mereka bukan tidak mau 

mengurus atau memperpanjang masa izin AJDP nya, namun waktu yang lama 

serta berbelit-belitnya sewaktu pengurusan izin tersebut 

Berdasarkan dari uraian diatas, namun kenyataannya Peraturan 

Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang 

mengakibatkan kerugian daerah dibidang pemberdayaan potensi sumber 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retrebusi Daerah yang masuk ke kas 

daerah menjadi tidak maksimal, untuk mengetahui secara pasti penyebab 

mobil angkutan yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya 

serta mobil yang tidak mempunyai izin trayek namun masih tetap beroprasi 

untuk mengangkut penumpang seperti bapak Abdullah umur 54 tahun mobil 

                                                             
13 Wawancara, Salman supir AJDP, tanggal 22 februari 2020. 
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Xenia dari kota pariaman yang tidak memiliki surat izin tapi masih saja 

beroperasi untuk mengangkut penumpang.
14

 bapak junaidi yang sudah habis 

masa izin tapi tidak memperpanjang izin nya tapi masih beroperasi 

mengangkut penumpang.
15

 Maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut ke dalam judul Proposal yaitu: “PERAN DINAS 

PERHUBUNGAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN  ANGKUTAN ANTAR JEMPUT 

DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANTAR 

JEMPUT DALAM PROVINSI.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat di lakukan dengan lebih fokus dan tidak 

menyimpang dari pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dari 

penelitian ini hanya membahas Peran Dinas Perhubungan Provinsi dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar 

Jemput dalam Provinsi. 

 

 

 

                                                             
14

  Wawancara Abdullah Supir AJDP, Tanggal 24 Februari 2020 
15 Wawancara Junaidi Supir AJDP, Tanggal 24 Februari 2020 
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C. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat penulis rumusan masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan 

Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi ? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi 

Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar 

Jemput dalam Provinsi ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput 

dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi. 

b. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi Peran Dinas 

Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  
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Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provins.i 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat akademis. 

Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Kosentrasi 

Hukum Tata Negera di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, disamping hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan Ilmu Hukum pada khususnya, disamping itu penelitian ini 

diharapkan menambah wawasan penulis mengenai Peran Dinas 

Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang  Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi. 

Sementara itu juga diharapkan dapat sumbangan pemikiran, serta 

merangsang munculnya peneliti dengan permasalahan serupa. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan bahan masukan 

bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam 
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melaksanakan pemungutan Retrebusi Izin Angkutan Antar Jemput 

Dalam Provinsi. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum 

sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis 

adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat 

hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum 

dilingkungan masyarakat, Penelitian hukum sosiologis atau empiris, 

terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum dimana 

penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang 

diperlukan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi diadakan penelitian ini adalah Dinas Perhubungan 

Provinsi Sumatera Barat dan Pengusaha AJDP Provinsi Sumatera Barat, 

dengan pertimbangan  mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian 

karena diduga  terdapat  beberapa masalah mengenai Peran Dinas 

Perhubungan Provinsi dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Pengusaha AJDP yang 

ada di Provinsi Sumatera Barat.  

b. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran 

Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  

Angkutan Antar Jemput dalam Pronvinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri 

yang sama
16

. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera dan pengusaha travel Provinsi 

Sumatera Barat yaitu sebanyak 30 pengusaha AJDP. Sampel adalah 

himpunan bagian atau sebagian dari populasi ada yang diambil menjadi 

sampel adalah sebesar 100 persen dari 30   pengusaha AJDP.  

 

 

 

 

                                                             
16

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Rajawali Press, Jakarta). h.118 
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Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

NO Nama Populasi Responden Sampel Persentase 

Sampel 

Metode 

Sampel 

1 Pegawai Seksi 

Angkutan Dan 

Pemadu Roda 

Dinas 

Perhubungan 

Provinsi 

Sumatera Barat 

1 1 100% Purposive 

Sampling 

2 Pengusaha AJDP 

Provinsi 

30 6 20% Random 

Sampling 

Sumber : data olahan 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh 

peneliti antara lain : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

Narasumber dengan Metode Observasi (pengamatan) dan interview 

(wawancara) mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput 

dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Pronvinsi. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum 

: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 

2009, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 



15 

 

 

c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan 

sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder 

seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan 

sebagainya. 

6. Teknik Pengumpul Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang 

fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan Peran 

Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Pronvinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara mencari dan dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas perhubungan 

Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana Peran Dinas 

Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi. 
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c. Angket yaitu dengan memberikan list daftar pertanyaan kepada 

pengusaha angkutan AJDP  terhadap peranan Dinas Perhubungan 

Provinsi dalam  Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput 

dalam Provinsi Sumatera Barat, serta hal-hal apa saja yangmenjadi 

kendala dalam pelaksanaan  pemungutan retribusi tersebut. 

7. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif 

kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu upaya pengumpulan data, 

mengorganisasikan data, memilih data, mengelolanya sehingga 

mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak 

berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan 

wawancara dan pengamatan di simpulkan dalam bentuk analisa. 

F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab sehingga 

memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, pembagian tersebut sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pronvinsi Sumatera Barat, 

Dinas Perhubungan Pronvinsi Sumatera Barat, kedudukan dan 

tugas Dinas Pronvinsi Sumatera Barat, Visi dan Misi Dinas 
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Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, serta Bagan Organisasi 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini berisi tinjauan teoritis tentang peran Dinas Perhubungan, 

perkembangan Peraturan Pemerintah mengenai Izin Retribusi 

Daerah, Konsep Retribusi Daerah, Objek Retribusi. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian analisa terhadap 

Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi  

Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar 

Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Pronvinsi  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat 

1. Sejarah Pronvinsi Sumatera Barat 

Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan mengidentifikasikan 

bahwa daerah sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah 

atau kawasan Minangkabau yang pertama kali dihuni  oleh nenek 

moyang orang Sumatra Barat. Nenek moyang  orang orang Minangkabau 

diduga datang dari daratan Asia. Mereka mengarungi Laut Cina Selatan, 

menyeberangi Selat Malaka, lalu memudiki Sungai Kampar, Siak, dan 

Indragiri. Sebagian dari mereka  tinggal dan mengembangkan 

kebudayaan serta peradaban mereka di sekitar Kabupaten Lima Puluh 

Kota sekarang. 

Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya 

menyebabkan tingkat kebudayaan mereka menjadi berubah dan jumlah 

mereka pun semakin bertambah. Akhirnya mereka menyebar ke berbagai 

bagian Sumatra Barat lainnya. Sejarah Sumatra Barat semakin jelas sejak 

masa pemerintahan Raja Adityawarman. Raja Adityawarman 

meninggalkan banyak prasasti tentang dirinya, meskipun beliau tidak 

pernah menyebut dirinya Raja Minangkabau. Adityawarman pernah 

memerintah Kerajaan Pagaruyung. Beliau memperkenalkan sistem 

pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Beliau juga menyebarkan agama 

Buddha yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat 

18 
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Minangkabau. Hal ini terbukti dari nama beberapa nagari di Sumatra 

Barat, yaitu Saruaso, Pariangan, Padang Barhalo, Biaro, Sumpur dan 

Selo. 

Dalam perkembangannya hubungan Sumatra Barat dan Aceh 

semakin intensif, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kemudian, 

masuklah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin 

yang telah menuntut ilmu di Aceh. Pengaruh politik dan ekonomi Aceh 

yang sangat dominan membuat warga Sumatra Barat tidak senang 

terhadap Aceh. Tidak lama kemudian, datanglah bangsa Belanda yang 

diterima dengan baik oleh masyarakat Sumatra Barat. Hal ini menjadikan 

Sumatra Barat memasuki era kolonialisme. Dalam administrasi Kolonial 

Hindia Belanda, Sumatra Barat tergabung dalam Gouvernment Sumatra’s 

Weskust yang juga mencakup daerah Tapanuli. Sejak tahun 1906 

wilayah Tapanuli dipisahkan menjadi residentie Tapanuli, sedangkan 

wilayah Kerinci digabungkan ke dalam Sumatra’s Weskust. 

Proses lahirnya pemerintahan daerah di Sumatra Barat agak unik. 

Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 

diterima secara tidak langsung oleh daerah ini. Setelah berita tersebut 

berhasil dikonfirmasikan, para pemuda membentuk laskar-laskar sukarela 

untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan tersebut ke seluruh pelosok 

negeri. Para pemuda juga berusaha untuk mengibarkan sang saka Merah 

Putih. Kemudian, para pemuda Sumatera Barat mengadakan musyawarah 

yang dihadiri oleh berbagai unsur dengan keputusan bahwa mereka 

18 
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mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, 

musyawarah tersebut juga memutuskan untuk membentuk Komite 

Nasional Indonesia Daerah (KNID), Badan Keamanan Rakyat (BKR) 

yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 

Tatanan pemerintahan RI di Sumatra Barat lengkap terbentuk 

dengan dilantiknya Mohammad Syafei sebagai Residen pada tanggal 1 

Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 tentara Sekutu  mendarat di 

Teluk Bayur yang disusupi agen-agen NICA (Netherlands Indies Civil 

Administration). Hal ini menyebabkan kegiatan Sekutu banyak mewakili 

kepentingan NICA. Susunan pemerintahan Karesidenan Sumatra Barat 

waktu itu dibagi atas delapan luhak atau setingkat dengan kabupaten 

sekarang ini. Tiap luhak dikepalai oleh seorang Kepala Luhak atau 

Bupati. Adapun kedelapan luhak tersebut adalah: 

1. Luhak Padang 

2. Luhak Painan 

3. Luhak Kerinci Indrapura 

4. Luhak Tanah Datar 

5. Luhak Agam 

6. Luhak Lima Puluh Kota 

7. Luhak Solok, dan 

8. Luhak Talu (luhak terkecil) 

Setingkat di bawah luhak ada unit administratif kedemangan yang 

dipimpin oleh seorang Demang. Pada saat itu, terdapat 20 kedemangan. 
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Selain itu, masih terdapat dua buah kota praja, yaitu Kota praja Padang, 

dan Bukittinggi. Pada tahun 1948 Provinsi Sumatra dipecah menjadi 3 

Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan 

Provinsi Sumatera Selatan. Dalam struktur yang baru itu, daerah 

Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah, bersama-

sama dengan daerah Riau dan daerah Jambi. Ibu kota Provinsi ditetapkan 

di Bukittinggi. Gubernur Sumatera Tengah yang pertama adalah Mr. M. 

Nasrun. Pada saat itu Sumatera Barat juga terbagi atas 8 daerah 

administratif setingkat kabupaten. Di bawah tingkat kabupaten terdapat 

23 buah kawedanan. Pada tanggal 28 November 1946 pasukan Sekutu 

meninggalkan Padang, tetapi mereka menyerahkan kekuasaan kepada 

Belanda. 

Oleh karena itu, Belanda berusaha menegakkan kembali 

kekuasaannya. Pada awal terjadi Agresi Militer 1 pada tahun 1947 dan 

Agresi Militer 2 pada tahun 1948, Belanda mendapat perlawanan gigih 

dari kesatuan-kesatuan pemuda. Akhirnya jatuhnya Yogyakarta sebagai 

ibu kota negara menyebabkan Sumatera Barat ditetapkan menjadi pusat 

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diketuai oleh 

Syafruddin Prawiranegara. Setelah pengakuan kedaulatan yang disusul 

dengan pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 

Agustus 1950, Sumatra resmi ditetapkan menjadi 3 Provinsi, yaitu 

Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Sementara 



22 

 

 

Sumatra Barat tetap berstatus sebagai salah satu keresidenen dari 

Provinsi Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. 

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, 

Sumatra Tengah dipecah lagi menjadi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. 

Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir 

Selatan Kerinci, residensi Sumatra Barat, digabungkan dengan Provinsi 

Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Lahirnya Provinsi Sumatra Barat ini 

ditetapkan dalam UU No. 61 Tahun 1958. Gubernur Sumatra Barat yang 

pertama adalah Kaharuddin Datuk Rajo Baso. Pada awalnya ibu kota 

Provinsi bar ini adalah Bukittinggi, kemudian dipindahkan ke Padang.
17

 

2. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Barat 

VISI :  

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera 

MISI : 

a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, 

dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, 

Syarak Basandi Kitabullah”.  

b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan 

professional.  

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, 

berkarakter, dan berkualitas tinggi.  
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 Badan Pusat Statistik Pronvinsi Sumatera Barat, Pronvinsi Sumatera Barat Dalam 

Angka, 2003, h.50  
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d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang 

tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.  

e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan 

serta berwawasan lingkungan 

B. Profil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah mengalami perubahan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan terakhir berdasarkan Peraturan 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 3 tahun 2018 Tentang Uraian 

Tugas Pokok dan  Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
18

 

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 

Visi  

” Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi Yang Handal Dan 

Terpadu ”, Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada, telah 

ditetapkan Visi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. 

Misi 

a. Peningkatan Sumber Daya Aparatur; 

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi; 

c. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana 

Perhubungan; 
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 Peraturan Gubernur Pronvinsi Sumatera Barat No 3 tahun 2018 Tentang Uraian tugas 

pokok dan dan fungsi Dinas Perhubungan Pronvinsi Sumatera Barat. 
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d. Menigkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Transportasi; 

e. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Percepatan 

Pembangunan  Sektor Transportasi; 

f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor 

Perhubungan. 

3. Kedudukan dan Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera 

Barat 

a. Kedudukan Dinas Perhubungan :  

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;. 

2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang Perhubungan; 

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup 

Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;  

5) Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan 

keselamatan, bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan  

pengembangan dan bidang pelayaran; 

6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; 

dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat   

Susunan organisasi dinas perhubungan provinsi Pronvinsi Sumatera 

Barat  terdiri dari: 

a) Kepala Dinas. 

b) Sekretariat, terdiri dari: 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Subbagian Program dan Keuangan 

c) Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, terdiri dari: 

1) Seksi Lalu Lintas; 

2) Seksi Seksi Pengendalian Operasional; dan 

3) Seksi Pembinaan Keselamatan. 

d) Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri 

dari: 

1) Seksi Angkutan dan Pemanduan Moda; 

2) Seksi Perkeretaapian; dan 

3) Seksi Pengembangan. 

e) Bidang Pelayaran, terdiri dari: 

1) Seksi Kepelabuhan; 

2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan 

3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Sungai, Danau dan 

Penyebrangan. 

f) UPTD Terminal Tipe B Wilayah I, terdiri dari: 

1) Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah I 



26 

 

 

2) Kepala Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Wilayah I 

3) Kasi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal 

4) Kasi Penyelenggaraan Terminal 

g) UPTD Terminal Tipe B Wilayah II 

1) Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah II 

2) Kepala Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Wilayah II 

3) Kasi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal 

4) Kasi Penyelenggaraan Terminal 
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5. Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

 Sumber : Dinas Perhuungan Provinsi sumatera Barat,  Tahun 2020 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peran Dinas Perhubungan 

Menurut Soekanto, mengemukakan definisi peranan yaitu peranan 

lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau 

tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Definisi lain 

seperti menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa yang ada pada 

lapangan untuk melakukan tugasnya. 

Dinas Perhubungan merupakan Dinas daerah yang menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. 

Dalam Surat Keputusan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 disebutkan 

tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan 

pembantuan. Dinas Perhubungan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera 

Barat turut memberikan rangsangan kepada wajib retribusi berupa 

kemudahan informasi yang diberikan untuk mendaftarkan diri atau tetap 

menjadi wajib retribusi. Kemudahan informasi tersebut seruan, ajakan dan 

informasi terkait mendaftar izin trayek atau mendaftar ulang kartu 

pengawasan setiap tahunnya. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 

mengklaim bahwa kemudahan informasi tersebut berupa media spanduk, 

edaran, dan elektronik. Meskipun hal tersebut dibantah oleh para pengusaha 

28 
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angkutan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi tersebut dari pihak 

Dinas perhubungan. 

B. Perkembangan Peraturan Pemerintah Mengenai Izin Retribusi Daerah 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi 

terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan UU No. 22 

Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang 

mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam 

bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.
19

 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan 

yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Tujuanya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat 

antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan 

tersebut,pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

                                                             
19

 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Cet. 6, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002) h. 153 
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sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan 

pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).
20

 

Tujuan peningkatan Pendapatan asli Daerah semakin besar seiring 

dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan 

kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan 

dekomentasi  ke daerah dalam jumlah yang besar. Namun daerah harus lebih 

kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD nya.
21

 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian 

jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi 

yang berkepentingn atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Pemberian 

kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat 

lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan 

retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak 

daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang 

penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan 

penggalian sumber-sumber pajak daerah pada umumnya dalam kaitan 

penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang 

                                                             
20

 W. a. w widjaja, penyelenggaraan Otonomi di Indonesia  Dalam Rangka Sosialisasi 

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 

67 
21

 Anggito Abimanyu, Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak 

Dan Retribusi Daerah, (Jakarta: 2005), h. 39 
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merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adalah belum 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara 

keseluruhan. 

Pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah jenis pajak yang baru 

melainkan telah lama ada di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan 

pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing 

masing, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin 

pemerintah dan pembangunan di daerah. Sebelum dilakukan reformasi 

terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis dan ragam 

pajak dan retribusi daerah yang dibuat masing-masing daerah. Hal ini 

disebabkan yang mendasar cukup kuat untuk mengenakan pajak dan 

retribusi.
22

 

C. Konsep Retribusi Daerah 

AJDP adalah Angkutan umum orang di jalan raya antar jemput dalam 

Provinsi. dari suatu tempat di kota/kabupaten menuju suatu tempat di 

kota/kabupaten lain dalam satu wilayah Provinsi, Izin Operasionalnya 

diterbitkan oleh Gubernur/Dinas Perhubungan Provinsi sesuai dengan 

kewenangannya. Operasional AJDP tidak boleh melebihi wilayah Provinsi 

tersebut, berikut jalur jalan yang dilewatinya diatur oleh Pemerintah Kota dan 

Kabupaten yang dilewatinya. sedangkan tempat pemberhentian dan 

keberangkatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dilaksanakan 

pada pool masing masing yang disediakan oleh Perusahaan penyedia. 

                                                             
22

 Liberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia, 

(Jakarta: Erlangga, 2002) h. 380 
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 Sedangkan retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh 

masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau 

atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak 

berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila 

pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada 

masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu.
23

 

Kemudian S.Munawir, mengatakan bahwa Retribusi yaitu Iuran 

kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung 

dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak 

merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran.
24

 

Lain halnya menurut McQueen menerangkan bahwa: “Suatu 

tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat 

memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan 

daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan 

ditingkatkan. dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam menyusun 

retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif.
25

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

                                                             
23

 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia,Cet. 10, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) h. 171 
24

 Ibid, h.170 
25

 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010) h. 

145 
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diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.
26

 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dilihat ciri-ciri pokok 

Retribusi Daerah sebagai berikut : 

1. Retribusi di pungut oleh  daerah. 

2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan 

Daerah yang langsung dapat ditunjuk. 

3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, 

atau mengenyam  jasa yang disediakan daerah. 
27

 

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini 

dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan 

undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi 

(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas 

pembayaran yang dilakukan. 

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 

ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 

                                                             
26

 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah,(Jakarta Timur, 

Sinar Grafika, 2012) h. 138 
27

 Josef Riwu Kaho, Op. Cit. h. 171 
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memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah. 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28

 

Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan 

jasa atau perizinan tertentu dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan 

penggunaan jasa. 

D. Objek Retribusi Daerah 

Objek retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(UU PDRD). Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh 

pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu 

yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek 

retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu 

Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.
29

 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada 

tiga yaitu : 

1. Jasa Umum 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

                                                             
28

 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 19 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) 
29

 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta, Salemba Empat, 2008) h. 239 
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kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.
30

 Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi 

penerimaannya kecil dan atas kebijakan nasional/daerah untuk 

memberikan pelayanan secara cuma-cuma.  

Retribusi jasa umum ditetapkan pemerintah dengan 

mempertimbangkan seperti berikut ini: 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat 

bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan 

tertentu. 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang atau 

Badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.  

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 

Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraanya. 

e. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efesien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

potensial. 

                                                             
30

 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 10 
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f. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa 

tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih 

baik.
31

 

Terdapat penambahan 4 (empat)  jenis retribusi daerah, yaitu 

Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin 

Usaha Perikanan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 15 jenis Retribusi Jasa Umum 

adalah : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di 

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,  balai 

pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan 

kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
32

 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Objek Retribusi 

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi : 

a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara. 

                                                             
31

 Djoko Muljono, Hukum Pajak- Konsep, Aplikasi, dan Penuntutan Praktis, 

(Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010) h. 13 
32
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b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan 

akhir sampah. 

c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan 

bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, 

kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil 

yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan 

akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan 

akta kematian. 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  Objek 

Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi 

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau 

dikelola pemerintah daerah. 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Objek Retribusi 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan 

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 
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f. Retribusi Pelayanan Pasar Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah 

penyediaan fasilitas pasar Tradisional/sederhana berupa pelataran, los, 

kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk 

pedagang. 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Objek Retribusi Pelayanan 

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Objek Retribusi 

Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan 

pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh 

masyarakat. 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah. 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Objek Retribusi 

Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau 

penyedotan kakusyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.  

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, 
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dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus 

oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah 

cair. 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Objek Retribusi Pelayanan 

Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, 

takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam 

keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan 

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah 

Daerah. 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Objek Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang 

untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 

keamanan, dan kepentingan umum. 

o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan 

ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat 

kepadatan tertentu 
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2. Jasa Usaha 

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya 

yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33

 

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek 

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : 

a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan/atau 

b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta.
34

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa 

usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak 

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta 

sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu : 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas 

pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan 

bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat 

berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan 

tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal 

pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain. 
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b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas 

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan 

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan 

oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan 

swasta. 

c. Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian 

tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, 

hasil bumi, dan hasil hutan. 

d. Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat 

pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan 

bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di 

lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, 

terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, 

BUMD, dan swasta. 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas 

pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang 

disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk 

pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang 
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dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan 

swasta. 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas 

pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang 

dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan 

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas 

pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas 

pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 

dimiliki dan dikelola oleh daerah. 

j. Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan 

penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan 

di air milik/kelola daerah. 

k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas 

penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali 

hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, 

BUMD, dan swasta.
35
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3. Perizinan Tertentu 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan.
36

 

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu: 

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan 

atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan. 

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk 

pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan 

penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 

3) Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan 

pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang 

dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak 

termasuk tempat 

4)  Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.Retribusi 

Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin 

usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang 

umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. 
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5) Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau 

pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan 

dan pembudidayaan ikan. 

6) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing 

(IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA 

kepada pemberi kerja tenaga asing. 

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 

di serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

b. Perizinan tersebut benar-benar diperuntukan guna 

melindungi kepentingan umum. 

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan 

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak 

negative dari 

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai 

dari retribusi perizinan.
37

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan 

tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya 

biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya 

penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, Pengawasan di 

lapangan, Penegakan Hukum, Penatausahaan, dan Biaya dampak negatif 

dari Pemberian izin tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi belum terlaksana 

dengan maksimal.  Hal ini terlihat dari tanggapan pengusaha terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Prov. 

Sumatera Barat sebagai dinas yang melaksanakan tupoksi sebagai 

penyelnggara angkutan antara jemput AJDP.   

2. Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  Angkutan Antar Jemput dalam 

Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput 

dalam Provinsi Perlunya memperbanyak kegiatan sosialisasi, pembinaan 

dan pengawasan terhadap pengusaha angkutan AJDP, sehingga benar-

benar paham terhadap seluruh aturan tentang pengelolaan angkutan 

AJDP.  Dengan demikian hal ini tentu akan mendorong iklim usaha 

angkutan serta mendorong pengusaha lainnya untuk bergerak dibidang 

angkutan.  Disamping hal tersebut tentu hal ini akan menjadikan 
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pemasukan pemerintah daerah dari sektor retribusi daerah dibidang 

angkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ankutan AJDP 

oleh Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat terdapat beberapa kendala 

seperti, pelayanan administrasi, pembinaan dan pengawasan serta 

sosialisasi.  Hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan peran 

Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat tersebut dalam pengelolaan 

penyelenggaraan angkutan AJDP di wilayah Prov. Sumatera Barat. 

B. Saran 

1. Dalam penyelenggaraan pengelolaan angkutan AJDP kepada Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Barat agar memperbanyak frekuensi 

mensosialisasi, pembinaan dan pengawasan, sehingga hal ini akan 

membantu pengusaha angkutan AJDP dalam pengelolaan usahanya.  

Kepada wajib pajak dan para pengusaha hendaknya mematuhi aturan-

aturan yang telah di buat oleh pemerintah tentang pembayaran retribusi 

izin AJDP tersebut sehingga bisa menambah pendapatan daerah dan 

memperlancar proses pembangunan dan prasana di bidang jalan tersebut. 

Perlunya peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubenur Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2013.  Hal ini dikarenakan untuk 

beberapa pasal pada Peraturan Gubenur tersebut tidak mendorong untuk 

iklim usaha angkutan AJDP di Provinsi Sumatera Barat.   

2. Perubahan Peraturan Gubenur tersebut, salah satunya memisahkan antara 

untuk pengurusan izin ke dinas lainnya, seperti Dinas Perizinan, 

sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas 
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Perhubungan Prov. Sumatera Barat, atau pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang ada di 

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. 
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